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PA-PPAS Perubahan
APBD Tahun Anggaran
2024 Disepakati

Sesuaikan Dinamika dan Perkembangan Situasi

KUBU RAYA, SP - Pemer-

intah Kabupaten kubu Raya -

bersama Dewan Perwakilan
Rakyat = Daerah (DPRD)
Kubu Raya sepakat menan-
datangi Kebijakan® Umum
~-Perubahan Anggaran Priori-
tas Plafon Anggaran Semen-
tara (KUPA-PPAS) peruba-
han APBD Thun Anggaran
2024.

KUPA-PPAS ditandatan-
gani PJ Bupati Syarif Kama-
ruzaman bersama

kebijakan umum perubahan
anggaran dan prioritas pla-
fon anggaran sementara,”
terangnya.

Sebelumnya Kamaruza-
man menjelaskan bahwa pe-
rubahan anggaran diperlu-
kan untuk menanggapi ber-
bagai kondisi yang berkem-
bang selama pelaksanaan
APBD Tahun 2024.

. “Pengajuan perubahan
anggaran ini mempertim-
bangkan kondisi kemam-

. kesepakatan

ketua -

DPRD kubu Raya Agus
Sudarmansyah pada saat
rapat paripurna di kantor
DPRD, Selasa, (6/8).

Pj Bupati Syarif Kamaru-
zaman mengatakan jika nota
merupakan
hasil dari pembahasan ber-
sama eksekutif dan legisla-
tif sekaligus menjadi wujud

nyata kemitraan yang har-

monis = antara ' pemerintah
kabupaten dan DPRD.
“KUPA-PPAS

puan fiskal daeraﬂ, rpe- :

rubahan kebijakan pusat,
proyeksi belanja yang men-
jadi prioritas, dan perma-
salahan aktual yang mem-
pengaruhinya,”
Kamaruzaman juga
mengungkapkan bahwa
seiring dengan dinamika
yang terjadi hingga triwulan
kedua tahun 2024, pemerin-
tah kabupaten merasa perlu
melakukan perubahan.
Tujuannya - adalah - un-

untuk

tahun anggaran. 2004 ini
merupakan arah umum
kebijakan anggaran dari

-pemerintah daerah dalam

konteks perubahan,” kata

Kamaruzaman .
Kamaruzaman
menjelaskan perubahan

anggaran dilakukan karena
dalam masa penganggaran
di tahun 2024 ada dinamika
dan perkembangan situasi
yang terjadi, baik dalam
konteks,penerimaan keuan-

&t
*e

tuk memperbarui asumsi-

asumsi umum dalam APBD
Tahun Anggaran 2024, ter-
masuk proyeksi pendapatan
daerah, alokasi belanja dae-
rah, serta sumber dan peng-
gunaan pembiayaan pem-
bangunan,

” Perubahan ini juga
akan disesuaikan dengan
kebijakan pemerintah pusat
dan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat,” jelas Ka- .

maruzaman. (mar)

gan daerah maupun hal-hal
lainnya.

“Sehingga memang
APBD itu harus dilakukan
perubahan dalam konteks
penataan  belanja-belanja
daerah,” ujarnya.

Kamaruzaman menu-
turkan yang ditandatan-

. gani eksekutif dan legisla-

tif adalah nota kesepaka-
tan.-

“Belum peraturan dae-
rah. Baru nota kesepakatan

-

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
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